
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SEIATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR    +      TAHUN2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 44 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAII TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang   :   a.     bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK),
Keputusan  Gubemur  Nomor  ..   loo.3.3.1/01034/   KUM/2025
tentang     Hasil     Evaluasi     Rancangan     Peraturan     Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 dan hasil reviu dari
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mengenai pembayaran
utang paket pekeljaan belanja Tahun Anggaran 2025, sehingga
memerlukan     penyesuaian     kembali     melalui     pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2026;

b.     bahwa untuk mengakomodir pergeseran anggaran sebagainana
dimaksud dalam hunif a,  akan menimbulkan perubahan pada
struktur Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  baik dari
segi Pendapatan dan Belanja;

C. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sehagaimana   dimaksud
dalam  hun]f  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati   tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Bupati
Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat     :    I.     Pasal   18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.     Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959   tentang  Penetapan
Undang-Undang    Darurat    Nomor    3   Tahun    1953    tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1953  Nomor  9)
sebagai Undang-Undang (Ilembaran Negara Republik Indonesia
Tah\m  1959 Nomor 72, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia   Nomor   1820),   sebagalmana   telah   beberapa   kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1965
tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11 Tanah  lfaut,  Daerah
Tingkat   11   Tapin   dan   Daerah   Tingkat   11   Tabalong   Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959   tentang
Penetapan   Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1953
tentang   Pembentukan    Daerah   TinBkat    11    Di    Kalimantan
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(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor  51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3.     Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286), sebagalmana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    2021    tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (I,embaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   246,   Tambahan   Ilembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;

4.     Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara   (Ifmbaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2004
Nomor   5,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    2021    tentang
Hamionisasi Peraturan Perpajakan (Ifmbaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2021    Nomor   246,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;

5.      Undang~Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 66,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.     Undang-Undang   Nomor    25   Tahun   2004    tentang   Sistem
Perencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2004    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.      Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),  sebagaimana telah beberapa
kali diubah,  terakhir dengan Undang-Undang Nomor  1  Tahun
2026  tentang Penyesuaian  Pidana  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor  1, Tambahan ljembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

8.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      5495),
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan
Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2024   tentang   Perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun   2014   tentang
Desa (Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6914);

9.     Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2026    tentang
Penyesuaian   Pidana   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2026  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 7153);
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10.   Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Ifmbaran   Negara   Republik
Indonesia   Nomor   5601),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

11.   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(I-embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12.   Undang-Undang    Nomor    8   Tahun    2022    tentang   Provinsi
Kalimantan   Selatan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2022  Nomor 68, Tambahan Ifmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

13.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    109    Tahun    2000    tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

14.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   I-ayanan   Umum   (liembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor 48,  Tambahan
I,embaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      4502),
sebagaimana   telah    diubah   dengan    Peraturan    Pemerintah
Nomor  74  Tahun   2012   tentang  Perubahan  Atas   Peraturan
Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang    Pengelolaan
Keuangan Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2012   Nomor    171,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
lnformasi    Keuangan    Daerah    (I-embaran    Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor    138,   Talnbahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),  sebagalmana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan  dan  Kinelja  lnstansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2007    tentang
Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  (Ijembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Reput)lik Indonesia Nomor 4738) ;
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18.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012   tentang  Hibah
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2012
Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5272);

20.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    2014    tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah   (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      5533),
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan    Pemerintah
Nomor  28  Tahun   2020   tentang  Perubahan  Atas   Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik   Negara/Daerah   (I,embaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor  142, Tambahan Ijembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

21.   Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan  Penyelenggaraan   Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

22.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18  Tahun   2017   tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan   dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2017   Nomor    106,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6057),   sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18
Tahun    2017    tentang    Hak    Keuangan    dan    Administratif
Pimpinan   dan   Anggota   Dewan   Pelwakilan   Rakyat   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  6,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

23.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan
Usaha   Milik   Daerah   (Irembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173) ;

24.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6178);

25.   Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

26.   Peraturan Pemerintah  Nomor  13 Tahun  2019  tentang Iidporan
dan      Evaluasi      Penyelenggaraan      Pemerintahan      Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor  52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
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27.   Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019  tentang lnvestasi
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor  166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6385);

28.   Peraturan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2023
tentang  Pengelolaan  Transfer  Ke   Daerah   (I,embaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2023    Nomor    loo,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

29.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman   Pengelolaan   Investasi   Pemerintah   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

30.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk Hukum Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   120  Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun  2018  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor
157);

31.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   (Berita   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2016   Nomor   547),   sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Barang Milik Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 350);

32.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,      Kodefikasi      dari      Nomenklatur      Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

33.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781);

34.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  14 Tahun 2025 tentang
Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran    2026    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

35.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Ijcmbaran  Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun    2018    Nomor   05,    Tambahan
Lembaran      Daerah      Kabupaten      Tabalong      Nomor      01),
sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan     Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor  1  Tahun  2026  tentang Perubahan
Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2018   tentang   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor  1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
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36.   Peraturan  Daerah  Kabupaten Tabalong Nomor  10 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun    2022    Nomor    10,    Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07) ;

37.   Peraturan   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  5
Tahun  2025  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2025
Nomor  5,  Tambahan  Ijembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Nomor 3);

38.   Peraturan  Daerah  Kabupaten Tabalong  Nomor  7  Tahun  2025
tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 7);

39.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  44  Tahun  2025  tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun
Anggaran   2026   (Berita   Daerah   Kabupaten   Tabalong  Tahun
2025  Nomor 44),  sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  44  Tahun  2025  tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun
Anggaran   2026   (Berita  Daerah   Kabupaten  Tabalong  Tahun
2026 Nomor 4);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan  :    PERATURAN     BUPATI     TENTANG     PERUBAHAN     KEDUA     ATAS
PERATURAN     BUPATI     TABALONG     NOMOR     44     TAHUN     2025
TENTANG  PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  44  Tahun  2025
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2026  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2025  Nomor  44),  sebagalmana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  2  Tahun  2026  tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Bupati   Tabalong   Nomor   44   Tahun   2025   tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2026
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1.      Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran  Pendapatan  Daerah  Tahun  Anggaran  2026  direncanakan  sebesar
Rpl.968.747.855.069,00   (satu  triliun  sembilan  ratus  enam  puluh  delapan
miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu
enam puluh sembilan rupiah) , yang bersumber dari:
a.     pendapatan asli Daerah;
b.     pendapatan transfer; dan
c.      lain-lain pendapatan Daerah yang sah.



-7-

2.     Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal  10

(1)    Anggaran  Pendapa.tan  Transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4
huruf b direncanakan  sebesar Rpl.548.792.608.517,OO  (satu triliun  lima
ratus  empat puluh  delapan  miliar  tujuh  ratus  sembilan  puluh  dua juta
enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
a.     Pendapatan transfer pemerintah pusat;  dan
b.     Pendapatan transfer antar Daerah.

(2)    Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf  a  direncanakan  sebesar  Rpl.410.892.608.517,00  (satu  triliun
empat ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam
ratus delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

(3)    Pendapatan transfer  antar Daerah  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
huruf b direncanakan  sebesar Rpl37.900.000.000,00  (seratus tiga puluh
tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah).

3.      Ketentuan ayat (1)  dan ayat (5)  Pasal  11  diubah,  sehingga Pasal  11  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  1 1

(1)    Pendapatan   transfer  pemerintah  pusat  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal   10  ayat  (2)  direncanakan   sebesar  Rpl.410.892.608.517,00   (satu
triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta
enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) , yang terdiri atas:
a.      Dana   desa   direncanakan   sebesar   Rp85.029.169.000,00   (delapan

puluh  lima  miliar  dua  puluh  sembilan  juta  seratus  enam  puluh
sembilan ribu rupiah) ;

b.      Dana  Bagi  Hasil  direncanakan  sebesar  Rp368.922.924.000,00  (tiga
ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta
sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

c.      Dana        Alokasi         Umum         (DAU)         direncanakan         sebesar
Rp788.243.050.000,00   (tujuh  ratus  delapan  puluh  delapan  miliar
dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah); dan

d.      Dana        Alokasi        Khusus         (DAK)         direncanakan         sebesar
Rpl68.697.465.517,00   (seratus  enam  puluh  delapan  miliar  enam
ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu
lima ratus tujuh belas rupiah).

(2)    Dana   Desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)    huruf   a,   yang
merupakan    pendapatan   transfer   dana   desa   direncanakan    sebesar
Rp85.029.169.000,00 (delapan puluh lima miliar dua puluh sembilan juta
seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

(3)    DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp368.922.924.000,00  (tiga  ratus  enam  puluh  delapan  miliar  sembilan
ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a.      Rp47.977.848.000,00   (empat   puluh   tujuh   miliar   sembilan   ratus

tujuh  puluh  tujuh  juta  delapan  ratus  empat  puluh  delapan  ribu
rupiah);
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b.      DBH       Sumber      Daya      Alam       (SDA)       direncanakan       sebesar
Rp319.432.686.000,00  (tiga ratus  sembilan belas miliar empat ratus
tiga  puluh  dua juta enam  ratus  delapan  puluh  enam  ribu  rupiah);
dan
DBH  Lainnya direncanakan  sebesar Rpl.512.390.000,OO  (satu miliar
lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)).

(4)    DAU  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf c direncanakan sebesar
Rp788.243.050.000,OO  (tujuh  ratus  delapan  puluh  delapan  miliar  dua
ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.     DAU  yang Tidak  Ditentukan  Penggunaannya  direncanakan  sebesar

Rp765.564.596.000,00   (tujuh  ratus  enam  puluh  lima  miliar  lima
ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah); dan

b.     DAU    yang    ditentukan    penggunaannya    direncanakan    sebesar
Rp22.678.454.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh
delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

(5)    DAK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  d,  yang  merupakan
pendapatan transfer, meliputi:
a.      DAK  Fisik  direncanakan   sebesar  Rpl.425.000.000,00   (satu  miliar

empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
b.      DAK Non Fisik direncanakan sebesar Rpl67.272,465.517,OO (seratus

enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus
lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah.

4.     Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal  14

Anggaran   belanja   Daerah   tahun   anggaran   2026   direncanakan   sebesar
Rp2.777.146.990.120,OO   (dua  triliun  tujuh  ratus  tujuh  puluh  tujuh  miliar
seratus empat puluh enam juta  sembilan  ratus  sembilan  puluh  ribu  seratus
dua puluh rupiah rupiah), yang terdiri atas:
a.     Belanja operasi;
b.     Belanja modal;
c.     Belanja tidak terduga; dan
d.     Belanja transfer.

5.      Ketentuan ayat (3) Pasal  15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal  15

(1)    Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal  14 huruf a
direncanakan  sebesar  Rpl.798.761.858.134,15  (satu  triliun  tujuh  ratus
Sembilan   puluh   delapan   miliar   tujuh   ratus   senam   puluh   satu  juta
delapan  ratus lima puluh  delapan ribu  seratus tiga puluh empat rupiah
lima belas sen), yang terdiri atas:
a.      Belanja pegawai;
b.     Belanja barang danjasa;
c.      Belanjabunga;
d.     Belanja subsidi
e.      Belanjahibah; dan
f.       Belanja bantuan sosial.
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(2)    Belanja    pegawai    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a
direncanakan   sebesar   Rp899.440.190.742,00   (delapan   ratus   sembilan
puluh  sembilan  miliar  empat  ratus  empat  puluh juta  seratus  sembilan
puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

(3)    Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
direncanakan sebesar Rp846.721.459.872,15  (delapan ratus empat puluh
enam  miliar  tujuh  ratus  dua  puluh  satu juta  empat  ratus  lima  puluh
Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen).

(4)    Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar   Rpl.250.000.000,00   (satu   miliar   dua   ratus   lima   puluh  juta
rupiah).

(5)    Belanja    subsidi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    d
direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(6)    Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp38,624.207.520,00  (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(7)    Belanja  bantuan  sosial  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  f
direncanakan  sebesar  Rpl0.726.000.000,00  (sepuluh  miliar  tujuh  ratus
dua puluh enarn juta rupiah) .

6.      Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)    Anggaran  belanja modal  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf b
direncanakan  sebesar  Rp742.630.380.422,85  (tujuh  ratus  empat  puluh
dua  miliar  enam  ratus  tiga  puluh  juta  tiga  ratus  delapan  puluh  ribu
empat ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri
atas:
a.     Belanjamodal tanah;
b.     Belanja modal peralatan dan mesin;
c.      Belanja modal gedung dan bangunan;
d.     Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
e.      Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.       Belanja modal aset lainnya.

(2)    Belanja   modal   tanah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a
direncanakan sebesar Rp5.382.500.000,OO (lima miliar tiga ratus delapan
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3)    Belanja modal peralatan dan mesin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp37.818.335.067,00  (tiga  puluh  tujuh
miliar  delapan  ratus  delapan  belas juta  tiga  ratus  tiga  puluh  lima  ribu
enam puluh tujuh rupiah).

(4)    Belanja  modal  gedung dan  bangunan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat
(1)  huruf  c  direncanakan  sebesar  Rpl76.399.143.521,85  (seratus  tujuh
puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat
puluh  tiga  ribu  lima  ratus  dua  puluh  satu  rupiah  delapan  puluh  lima
sen).
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(5)    Belanja  modal jalan,  jaringan,  dan  irigasi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1)  huruf d direncanakan  sebesar Rp516.736.490.630,00  (lima ratus
enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh enaln juta empat ratus sembilan
puluh enam ratus tiga puluh rupiah).

(6)    Belanja  modal  aset  tetap  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp5.227.721.204,00  (lima miliar dua ratus
dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat
mpiah).

(7)    Belanja modal aset lainnya  sebagalmana dimaksud pada ayat  (1)  huruf f
direncanakan sebesar Rpl.066.190.000,00 (satu miliar enam puluh enam
juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

7.      Ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf
c   direncanakan   sebesar   Rpl 1.486.582.563,00   (sebelas   miliar  empat   ratus
delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam
puluh tiga rupiah), yang merupakan belanja tidak terduga.

8.     Ketentuan pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(I)    Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 huruf d
direncanakan sebesar Rp224,268.169.000,00 (dua ratus dua puluh empat
miliar  dua   ratus   delapan   puluh  juta   seratus   enam   puluh   sembilan
rupiah), yang terdiri atas:
a.      Belanja Bagi Hasil; dan
b.     Belanja Bantuan Keuangan.

(2)    Belanja   bagi   hasil    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (I)    huruf   a
direncanakan sebesar Rpl6.209.000.000,OO  (enam belas miliar dua ratus
sembilan juta rupiah).

(3)    Belanja bantuan  keuangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b
direncanakan  sebesar  Rp208.059.169.000,OO  (dua  ratus  delapan  miliar
lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

9.      Ketentuan pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)    Anggaran pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar  Rp808.399.135.051,00  (tujuh  ratus  dua  puluh  miliar  tiga  ratus
empat  puluh  sembilan  juta  seratus  empat  puluh  sembilan  ribu  enam
ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a.     penerimaan               pembiayaan               direncanakan               sebesar

Rp859.553.650.367,00   (delapan   ratus  lima  puluh   sembilan  miliar
lima ratus lima puluh tiga juta enarn ratus lima puluh ribu tiga ratus
enam puluh tujuh rupiah); dan

b.      pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp51.154.515.316,OO
(lima puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima
belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
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(2)     Penerimaan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a
direncanakan  sebesar  Rp859.553.650.367,00  (delapan  ratus  lima  puluh
sembilan  miliar  lima  ratus  lima  puluh  tiga juta  enam  ratus  lima  puluh
ribu  tiga  ratus  enam  puluh  tujuh  rupiah),  yang  merupakan  sisa  lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(3)    Pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (i)  huruf  b
direncanakan    sebesar    Rp51.154.515.316,OO    (lima    puluh    satu   miliar
seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam
belas rupiah), yang terdiri atas:
a.      Penyertaan           modal           Daerah           direncanakan           sebesar

Rp25.000.000.000,00   (dua puluh lima miliar rupiah); dan
b.     pembayaran   cicilan  pokok  utang  yang  jatuh  tempo  direncanakan

sebesar  Rp26.154.515.316,00    (dua puluh  enam  miliar  seratus  lima
puluh  empat juta  lima  ratus  lima  belas  ribu  tiga  ratus  enam  belas
rupiah).

10.   Ketentuan mengenai:
a.      kelompok,   jenis,   rincian   objek   pendapatan,belanja,   dan   pembiayaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b.     organisasi,  program,  kegiatan,  sub kegiatan,kelompok, jenis  pendapatan,

belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11;
c.      daftar nana penerima,  alamat dan besaran  alokasi hibah   sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIIa; dan
d.     daftar penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb,
Peraturan   Bupati   Tabalong   Nomor   44   Tahun   2025   tentang   Penjabaran
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah  Tahun  Anggaran   2026   (Berita
Daerah   Kabupaten   Tabalong  Tahun   2025   Nomor   44),   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  2  Tahun  2026   tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  44  Tahun  2025  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong Tahun  2026  Nomor  4),  diubah  sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,  Lampiran 11,  Lampiran Ill
dan  Lampiran  IV  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

Pasal  11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal  13 Maret 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD  NOOR RIFANI
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Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 6


